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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan  

Perda Sorong menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum 

yang haknya melekat berdasarkan asal-usul sejarahnya. Atas kedudukan tersebut, masyarakat 

hukum adat Moi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sesuai 

dengan hak ulayatnya meliputi: (1) hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan bersama; (2) 

mengelola dan mendistribusikan sumber daya; (3) menjalankan kegiatan penyelenggaraan 

kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat. Secara definitif hak 

ulayat tersebut tercermin dalam hak penguasaan (kepemilikan) dan pemanfaatan (pengelolaan) 

tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.  

Kelembagaan masyarakat hukum adat Moi dijalankan melalui struktur organisasi dengan 

urutan mekanisme terdiri: (1) SABALO atau Konferensi Besar Masyarakat Adat Moi; (2) 

Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagai pelaksana mandat; (3) Dewan Adat; dan (4) Ketua 

Adat. Berkaitan dengan dengan sistem kepemilikan tanah ulayat, Perda Sorong menetapkan dasar 

kepemilikan oleh marga/sub suku yang terdiri dari Moi Kelim, Moi Sigin, Moi Abun Taat, Moi 

Abun Jii, Moi Klabra, Moi Salkhma Lemas, dan Moi Maya. Dalam lampirannya, Perda Sorong 

mencantumkan daftar nama marga-marga yang masih ada dalam masyarakat hukum adat Moi yang 

terdiri dari 585 marga. Perda Sorong membagi sistem kepemilikan tanah ulayat menjadi dua, yaitu 

komunal (milik bersama) dan lahan kelola pribadi. Perda Sorong mengatur larangan pelepasan 

tanpa persetujuan pemilik tanah adat (marga/sub suku). Namun, berkaitan dengan lahan 

transmigrasi yang telah melalui pelepasan adat dan telah bersertifikat, Perda Sorong menegaskan 

bukan lagi disebut sebagai tanah adat.  

Perda Sorong mengatur penyelesaian sengketa/pelanggaran hukum yang terjadi, baik yang 

dilakukan oleh masyarakat hukum adat Moi atau pihak luar melalui sistem peradilan adat. 

Peradilan adat merupakan peradilan damai dalam lingkungan masyarakat hukum adat Moi yang 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana antara masyarakat hukum 

adat yang bersangkutan. Dalam penyelesaiannya, peradilan adat dilakukan oleh Tim Penanganan 

Sengketa yang bersifat ad hoc; artinya tim hanya bekerja untuk menyelesaikan satu kasus tertentu 

saja. Tim Penanganan Sengketa ini, menjalankan tugas setelah mendapatkan keputusan bupati. 
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Komposisi Tim Penanganan Sengketa terdiri dari: Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan 

LMA Malamoi, dewan adat, ketua adat setempat, akademisi, lembaga keagamaan, organisasi non 

pemerintah, dan perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa. Namun, meskipun Perda Sorong 

telah mengatur penyelesaian sengketa antar marga atau antara marga dengan warga transmigrasi, 

dalam kenyataannya masih terjadi gugatan perdata melalui mekanisme pengadilan umum/perdata. 

Selain itu, Perda Sorong juga diimplementasikan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara 

masyarakat hukum adat Moi dengan pihak swasta (perusahaan).  

Meskipun Perda Sorong telah disahkan dan resmi berlaku, dalam kenyatannya belum 

sepenuhnya dapat diimplementasikan karena Kementrian LHK menetapkan berbagai persyaratan 

dalam pengakuan masyarakat hukum adat melalui berbagai peraturan teknis. Persyaratan dan 

mekanisme yang diatur melalui Permen LHK 21/2019, Permendagri 52/2015, Permen ATR 

18/2019, dan Permen LHK 9/2021 (sebagai aturan teknis UUCK) telah menimbulkan kesenjangan 

pengaturan yang mengakibatkan berbagai hambatan bagi masyarakat hukum adat untuk 

mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum sekaligus hak penguasaan dan pengelolaan atas 

tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kesenjangan pengaturan 

tersebut, menempatkan masyarakat hukum adat terjebak dalam proses pengakuan bersyarat dan 

bertingkat dan pada gilirannya menjadikan pengakuan yang sudah ada (dalam bentuk perda) hanya 

 

Mengacu pada UU Pemda yang menganut prinsip desentralisasi yang dimiliki oleh pemda, 

disebutkan bahwa pemda memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembentukan kebijakan yang konkuren antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Sorong telah 

menjalankan kewenangan yang didapatkan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan 

konkuren di bidang lingkungan hidup, yang tercantum dalam Lampiran UU Pemda halaman 46 

yang secara tegas yang mencantumkan bahwa Pemda Kabupaten Sorong berwenang menetapkan 

pengakuan masyarakat hukum adat Moi yang berada di Daerah Kabupaten Sorong. Atas dasar 

tersebut, pemda juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan pengakuan terhadap 

keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui perda, sehingga Pemerintah 

Pusat seharusnya sudah tidak punya kewenangan untuk membuat syarat dan hanya berwenang 

dalam pengawasan perda. 
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IV.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang hendak diajukan adalah: 
1) Menjalankan prinsip desentralisasi melalui pembagian urusan pemerintahan yang telah 

diatur dalam UU Pemda dengan menghormati kewenangan Pemda Kabupaten Sorong 

untuk menjalankan kewenangan penetapan pengakuan masyarakat hukum adata Moi 

sebagai subjek hukum melalui perda, sehingga Pemerintah Pusat tidak punya 

kewenangan untuk membuat syarat dan hanya berwenang dalam pengawasan perda. 

2) Menteri LHK mengubah orientasi pengakuannya pada proses pengadministrasian 

pengakuan hak-hak tradisionalnya yang strategis dan mendelegasikan prosesnya 

tersebut dengan desentralisasi kewenangan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Orientasi 

ini menjadi penting sebab pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek 

hukum sudah tercantum dalam konstitusi (deklaratoir) sehingga tidak memerlukan 

proses pengakuan pengakuan atas keberadaan subjek masyarakat adat itu sudah ada di 

kontitusi (pengakuan secara deklaratoir) dan tak perlu proses pengakuan konstitutif; 

3) Mengoptimalkan implementasi UU Otsus dengan pelaksanaan Perdasus Nomor 21 

tentang Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang 

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Perdasus 21/2008), Perdasus 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam 

Masyarakat Hukum Adat Papua (Perdasus 22/2008), dan Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah 

(perdasus 23/2008). Dalam Bab II Perdasus 22/2018 sudah diatur dengan jelas bahwa 

pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan pemda wajib mendukung dan 

membiayai pemetaan wilayah adat.  

4) Menteri LHK menjalankan UU Kehutanan dan revisinya sesuai Putusan MK 35 dengan 

menciptakan nomenklatur khusus tentang hutan adat dalam statistik dan adminitrasi 

kehutanan dan mempercepat dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) hutan adat yang 

diamanatkan oleh Pasal 67 UU Kehutanan dengan mengatur proses penetapan menjadi 

lebih sederhana yaitu pengakuan masyarakat hukum adat melalui perda langsung diikuti 

dengan penetapan hutan adat; 

5) Permen ATR 18/2019 yang merevisi Permen ATR 10/2016 terkait wilayah adat (ulayat) 

diadministrasikan dalam buku tanah BPN dan menyatakan berhutan sebagai hutan adat. 
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6) Untuk meningkatkan daya laku Perda Sorong, Bupati Sorong segera menerbitkan 

berbagai peraturan bupati yang dimandatkan oleh Perda Sorong yang mengatur secara 

definitif pengakuan masyarakat hukum adat Moi, pelaksanaan hak-hak ulayatnya, 

sekaligus penetapan hutan adat.  
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